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Abstrak: Jurnal pengabdian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi yang diterapkan oleh Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah. Jurnal pengabdian
ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
dokumentasi, terhadap informan terkait. Hasil jurnal pengabdian ini menunjukkan bahwa BAPPENDA
NTB telah mengimplementasikan berbagai upaya seperti pengembangan layanan digital (e-Samsat, e-
STS Online), program edukasi dan sosialisasi masyarakat, penguatan lembaga pelayanan, serta
penegakan sanksi administratif bagi pelanggar. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih
menghadapi sejumlah kendala seperti rendahnya pemahaman fiskal masyarakat, disparitas regulasi
antarwilayah, tekanan ekonomi, serta persepsi negatif terhadap manfaat pajak. Oleh karena itu,
diperlukan penguatan sinergi kelembagaan, pendekatan edukatif yang berkelanjutan, dan kebijakan
yang lebih responsif agar kesadaran pajak masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.
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Abstrak: This community service journal aims to evaluate the strategies implemented by the Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) of West Nusa Tenggara Province in increasing public
awareness and compliance with local tax and retributions obligations. This service journal employs a
descriptive qualitative method with data collection techniques through observation and documentation
of relevant informants. The results of this service journal indicate that BAPPENDA NTB has implemented
various efforts, such as the development of digital services (e-Samsat, e-STS Online), community
education and socialization programs, strengthening service institutions, and enforcing administrative
sanctions for violators. However, the effectiveness of these strategies still faces several challenges, such

as low public fiscal awareness, regulatory disparities between regions, economic pressures, and negative
perceptions of tax benefits. Therefore, strengthening institutional synergy, a continuous educational
approach, and more responsive policies are necessary to optimally enhance public tax awareness.
Keywords: Local Tax, Retributions, BAPPENDA NTB, Taxpayer Awareness, Fiscal Strategy, Compliance

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua sumber penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah, yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menutupi pengeluaran daerah
(Nasir, 2019). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Daerah pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah selanujutnya disebut PAD adalah pendapatan
yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan peraturan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada pasal 31 UU
No.12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah, yaitu
pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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merupakan sebuah indicator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Hal yang bisa diukur
adalah semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah
tingkat ketergantungan pemerintahan daerah tersebut terhadap pemerintahan pusat (Igbal et al.,
2023).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi daerah merupakan salah
satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Menurut (Putri & Septriana, 2020) Pajak
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus diketahui oleh pemerintah daerah dan
menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang dominan. Pemerintah dalam mengelola
negaranya membutuhkan suatu pemasukan agar Negara tersebut dapat mengalami kemajuan ataupun
negara tersebut dapat membuat masyarakatnya mempunyai kehidupan vyang layak dan
kesejahteraannya terjamin. Menurut (Anggela, 2019) Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang
telah diberikan oleh perorang atau badan sendiri yang menggunakan jasa atau fasilitas, tujuan dari
retribusi adalah untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat
melaksanakan kegiatan serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Retribusi daerah dipungut atas
balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali (Sudarmana & Sudiartha, 2020).
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi Kemandirian daerah dan juga pertumbuhan
ekonomi daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut
mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar. Daerah yang mandiri berarti laju
perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami
peningkatan (Sunarto & Sunyoto, 2016).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya
peningkatan pendapatan pajak (Riyadi et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan
dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya
(Arisandy et al., 2023). Kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam keadaan
wajib pajak yang memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi SPT
tahunan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak secara lengkap dan jelas, serta
membayar pajak yang terutang tepat waktu (Waluyo, 2016).

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan
instansi yang memegang peranan penting dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam
era desentralisasi fiskal saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi
sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri, salah satunya melalui penerimaan wajib pajak dan
retribusi daerah. Sebagai bentuk dari tanggung jawab tersebut, BAPPENDA NTB telah
mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya membayar pajak dan retribusi sebagai kontribusi langsung dalam mendukung
pembangunan daerah. Namun demikian, meskipun berbagai strategi telah diupayakan, BAPPENDA
NTB masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat efektivitas implementasinya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi dan analisis lebih lanjut terhadap strategi-strategi
yang telah diterapkan oleh BAPPENDA NTB. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana efektivitas
pendekatan yang diambil, serta mengidentifikasi ruang perbaikan yang dapat dilakukan guna
membangun kesadaran pajak yang lebih kuat dan berkelanjutan di kalangan masyarakat NTB. Jurnal
Pengabdian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan strategis
yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap tantangan di tingkat lokal.

METODE KEGIATAN

Jenis jurnal pengabdian ini bersifat kualitatif, artinya lebih mengandalkan observasi daripada
statistik atau perhitungan lainnya. Pendekatan kualitatif ini dirancang hanya untuk memberikan
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gambaran atau narasi dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang
menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan
dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (J, 2022). Berikut uraian metode pelaksanaan
program kerja yang dilakukan:
1. Observasi
Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan
dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang
sedang dijadikan sasaran pengamatan (Mania, 2008). Berbagai teknik dapat digunakan dalam
observasi, seperti pencatatan lapangan, rekaman video, dan penggunaan alat pencatat lainnya.
Pada proses ini, penulis turun langsung mengamati strategi-strategi yang dilakukan oleh
BAPPENDA NTB.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dokumentasi
bentuknya bisa berupa dokumen, tulisan, gambar, atau karya-karya berupa dokumen oleh orang
lain. Dalam proses pengabdian, penulis seringkali menggunakan dokumen-dokumen yang sudah
ada sebagai salah satu sumber atau referensi. Metode dokumenentasi merupakan pelengkap dari
penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai
kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis.
Lokasi yang diambil penulis dalam pengabdian ini adalah Kantor Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di JI. Majapahit No.17
Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Gambar 1. Pelepasan Program Pengabdian di Kantor
BAPPENDA Nusa Tenggara Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi yang dilakukan penulis bahwa BAPPENDA
atau Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai Pergub Nomor 51 Tahun 2016 Tugas Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan. Adapun tujuan BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara
Barat adalah untuk menguatkan fiskal, meningkatkan penerimaan pendapatan daerah agar semakin
optimal, meningkatkan potensi penerimaan, meningkatkan potensi penerimaan retribusi daerah dan
pendapatan lainnya, mewujudkan kepuasan pelayanan public yang makin berkualitas, memantapkan
kinerja organisasi dalam menopang pengelolaan pendapatan daerah, dan meningkatkan kemampuan
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aparatur yang berkompeten dan kualitas kinerja kelembagaan yang makin berdaya saing.

BAPPENDA NTB telah melakukan berbagai strategi guna meningkatkan kesadaran Masyarakat

terkait kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah. Adapun strategi-strategi yang telah dilakukan
sebagai berikut :

1.

Inovasi Digital dan Aplikasi Layanan Pajak.

BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan beberapa aplikasi yang meningkatkan
kesadaran dan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Salah satu
inovasi unggulan adalah aplikasi e-Samsat. BAPPENDA Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan
Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat, meluncurkan layanan e-Samsat Delivery. Layanan ini
memungkinkan wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara daring, dengan
pengesahan STNK yang diantar langsung ke alamat wajib pajak. Inovasi ini sangat membantu
masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat atau memiliki keterbatasan waktu. Selanjutnya
untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi daerah, BAPPENDA
NTB mengembangkan aplikasi seperti e-STS Online yaitu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah
daerah untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan retribusi daerah, aplikasi ini
memungkinkan Masyarakat untuk melakukanpembayaran melalui berbagai saluran distribusi,
seperti teller, ATM, SMS banking, serta mesin EDC yang tersedia di sekitar mereka. e-Ticketing
untuk layanan wisata, dan e-Wisma NTB untuk pengelolaan asset daerah. Penerapan e-STS
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
daerah, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa
harus datang langsung ke kantor pemerintah.

Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

BAPPENDA NTB secara rutin menyelenggarakan sosialisasi kepada Masyarakat guna
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Tujuan
sosialisasi oleh BAPPENDA ini lebih jauh agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan
daerah yang telah disahkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan kehidupannya sesuai
dengan aturan yang di tetapkan pemerintah daerah (Lahamit, 2021). BAPPENDA NTB aktif
menyosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
beserta peratutan turunannya. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka memastikan peraturan
daerah ini dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat, yang tujuan akhirnya
untuk meningkatkan kepatuhan, kesadaran, mendorong partisipasi dan membangun transparansi
sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. BAPPENDA NTB juga menyelenggarakan
program yang Bernama Samsat Go To School yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan pelajar terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program ini
menyasar siswa SMA dan SMK, khususnya mereka yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi
(SIM), guna menanamkan pemahaman sejak dini tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi
terhadap pembangunan daerah

Penguatan Layanan dan Kelembagaan.

BAPPENDA NTB memperkuat peran UPPD dan mengoperasikan layanan Samsar Keliling untuk
menjangkau wajib pajak di daerah terpencil. Samsat Keliling BAPPENDA NTB adalah suatu
pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan secara mobile oleh Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Layanan ini
bertujuan untuk mempermudah wajib pajak yang kesulitan mengakses kantor Samsat
Konvensional, dengan mendekatkan pelayanan ke Lokasi-lokasi strategis di berbagai daerah.
Selain Samsat Keliling, BAPPENDA NTB juga menyediakan beberapa layanan digital lainnya yang
bertujuan untuk mempermudah wajib pajak, seperti e-Samsat, Samsat Delivery dan Samsat On
Call. Layanan ini memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang
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langsung ke kantor Samsat. Dengan adanya Samsat Keliling dan layanan digital lainnya,
BAPPENDA NTB berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam
membayar pajak kendaraan bermotor, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang bersumber dari sektor pajak daerah.

4. Penerapan Sanksi dan denda serta memberikan apresiasi bagi Masyarakat yang taat wajib pajak.
Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh BAPPENDA adalah dengan menegaskan sanksi dan
denda bagi Masyarakat yang tidak taat wajib pajak dan retribusi. Sanksi-sanksi perpajakan
diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang akan dilaksanakan oleh wajib pajak
dalam menjalankan Undang-Undang perpajakan Perihal ini dibuktikan oleh riset dari (Kodoati et
al., 2016) bahwa eksekusi sanksi denda secara parsial sangat mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak. Denda perpajakan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dalam sistem
perpajakan yang memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Pengenaan denda pajak dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban
perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kesadaran akan adanya sanksi dan implikasinya diharapkan dapat membentuk perilaku
patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan efektivitas sistem
administrasi perpajakan secara keseluruhan. Adapun apresiasi yang diberikan oleh BAPPENDA
NTB terhadap Masyarakat yang taat wajib pajak bermacam-macam, salah satunya adalah dengan
memberikan bingkisan kepada Masyarakat yang membayar pajak di Samsat Keliling saat acara
Samsat Berbagi di BAPPENDA NTB.

Gambar 2. Program Samsat Berbagi.

Meskipun telah menerapkan strategi-strategi yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kesadaran wajib pajak dan retribusi kepada Masyarakat, BAPPENDA NTB masih menghadapi beberapa
hambatan atau kendala dalam pengimplememtasiannya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi
adalah sebagai berikut :

1. Literasi dan Pemahaman Masyarakat yang Rendah.
Tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan daerah terletak pada pemahaman dan kesadaran
masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah. Banyak warga masyarakat belum
memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban mereka,
seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, dan jenis pajak lainnya. Ketidaktahuan ini
tidak hanya mencakup identifikasi jenis pajak, tetapi juga mencakup aspek teknis seperti cara
perhitungan pajak yang benar serta konsekuensi hukum dan administratif yang timbul apabila
kewajiban pajak tersebut tidak dipenubhi.

2. Regulasi dan Tarif yang Tidak Seragam Antar Daerah.
Regulasi dan tarif pajak serta retribusi yang tidak seragam antar daerah merujuk pada kondisi
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dimana setiap daerah, baik Tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, diberikan kewenangan
untuk menetapkan sendiri peraturan atau regulasi serta besaran tarif atas jenis pajak dan retribusi
yang dipungut di wilayahnya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Namun, hal ini berdampak pada kesadaran Masyarakat dalam membayar wajib pajak dan retribusi
daerah, Ketika Masyarakat dihadapkan dengan perbedaan regulasi dan tarif antar daerah, dapat
menimbulkan persepsi bahwa pajak dan retribusi bukanlah suatu kewajiban dan kontribusi untuk
Pembangunan bersama, melainkan suatu beban yang cukup memberatkan.
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat.

Tantangan ini merupakan fenomena umum yang terjadi baik pada sektor pajak maupun retribusi
daerah, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika perekonomian melemah, seperti
yang terjadi pada masa atau pascapandemi COVID-19, daya beli masyarakat menurun dan prioritas
pengeluaran pun bergeser. Dalam situasi demikian, masyarakat cenderung mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, sementara kewajiban
fiskal seperti pembayaran pajak dan retribusi daerah dianggap sebagai beban tambahan yang
dapat ditunda atau bahkan diabaikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi, BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat
telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat
terhadap kewajiban pajak dan retribusi daerah melalui berbagai strategi seperti inovasi digital,
sosialisasi, penguatan kelembagaan, dan penegakan sanksi. Namun, BAPPENDA masih menghadapi
sejumlah hambatan, termasuk rendahnya literasi fiskal masyarakat, ketidakterseragaman regulasi
antar daerah, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta lemahnya persepsi manfaat dan sanksi
terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara kebijakan, edukasi, dan pelayanan
publik yang lebih responsif agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
melalui pajak dan retribusi dapat terus meningkat.

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa
Tenggara Barat, disarankan agar upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak daerah
dan retribusi daerah dilaksanakan secara lebih strategis, menyeluruh, dan berbasis kebutuhan
lapangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan staff Kantor BAPPENDA
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk
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